
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

[ 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 
PENJABARANPERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

SALINAN ] 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Nomor Tahun 201 7 ten tang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, 
perubahan APBD Tahun Anggaran 201 7 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820\: 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lem baran Negara Repu blik Indonesia N omor 44 2 1); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerin tahan Dae rah (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 541); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016, Nomor 874), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017, Nomor 125); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2007 Nomor 32); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
Tahun 201 7 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 8 ). 



Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 
semula berjumlah Rp. l .316.218.123.500,00 bertambah sejumlah 
Rp. 84.955.354.500,00 sehingga menjadi Rp.1.401.173.478.000,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pend a pa tan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pendapatan 
Setelah Perubahan 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 
Defisit Setelah Perubahan 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1). Semula 
2). Bertambah/(berkurang) 

Jumlah penerimaan Pembiayaan 
Setelah Perubahan: 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1). Semula 
2). Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pengeluaran Pembiayaan 
Setelah Perubahan: 
Jumlah Pembiayaan Neto 
setelah perubahan: 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun Berkenaan: 

Pasal2 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

1.311.782.236.500,00 
50.533.370.500,00 

1.362.315.607 .000,00 

1.306.218.123.500,00 
84. 955.354.500,00 

1.391.173.4 78.000,00 
(28.857 .871.000,00) 

4.435.887 .000,00 
95.869.148.000,00 

100.305.035.000,00 

10.000.000.000,00 

10.000.000.000,00 

90.305.035.000,00 

61.44 7 .164.000,00 

Ringkasan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 



Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Daftar Penerima Belanja Hibah tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 

Daftar Penerima Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV 
Peraturan Bupati ini 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan 
Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 Oktober 2017 

BUPATI K0TAWARINGIN BARAT 

TTD 

NURHIDAYAH 
Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN K0TAWARINGIN BARAT, 

TTD 

MASRADIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 19 

M.RUSLI EFENDI, S.H., M.Si. 
NIP. 19600429 199311 1 002 


